Y No. 3 72/UKK3/1968.

Indonesia.

-

DILKARTA, 21 Pebrueri 19638.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KERUDATAAN REPUBLIK INDONESILA.

TOLAH MuMBATJI A
surat kepala Dinas 5.M.P, Direktorat Fendidikan Umum, Kedjuruan dan HKur-

han dan penegerian S.M.P. tahun adjaran 1967,
MENIMBANG, bohiras ~
‘ a. daerah-daersh jang bersanglaton membiutuhkan Penambahan S.M.P. Negerd
gesnail dengan laporsn Hepala Deerah setempat;
b, usaha persiapan dan permintaannja sudah diadjukan dalam tahun 1966,

KUTIPAN dari Dafter Surat Keputusan Menteri
Pendidikan den-Kcbudajmon Republik

sug? hanggal 30 Desember 1967 No.1565/IV/11/DSHE/67 tentang usul pemetjo-

sesual dengan Keputugan Direktur Djendral Pendidikan Dagar No. 19/1967;

c. Baden Penjelenggara Sekolah atan Panitia aton Jajesan atau Pemerinteh
Daersh setempat menjanggupi untuk nembina pendidikan dalam artl pom-
binaan fagilitas materiilnja dan integrasinja dengan pembangunan Dae-
rah; '

d. sjaratesjarat pendircian 5.74.7. jang eudan dipenuhi;

e, berhubung dengan hal-~hal tersebut diatas perlu menambah pemstjahon
dan nenegerian S.M.P. pata tahun adjaran 1967.

MENGTHGAT:

1. Undang-undang Dasar talrin 1245 pasal-pasal 31 dan 32 tentang hak
. Warga~Negars mendapat pengadjeran dan pendidikan;
2. Undang-undang No.4 tahun 1950 jo. Undang-undang No.l2 tahun 1954
tentang dasar—lasar pendidikan dan psngadjsran disekolah-sekolaly
5. Undang-undang H¥o.32 tahun 1947 dengan tambahan dan parobaharnja
terachir tenbang menjelenggarskan dan mendirikan Sekolah Landjutan
Negeri; '
4. Surat Keputusan Menteri P.P.K, tonggal 15 fpril 1857 No. 38680/S
jo. 1959 %o0.125409/S. tentnng peraturan umun udjian masuk dan udji-
an penghabisan Sekolsh Landjutan Legeris :
Keputusan Direlktur Djendral Pendidikan Lasar No.19/1967 tentang
Peraturan tentang tata-tjara pembukaan' dan/atau pensgerian scko-
lah untuk tahun 1967,

an
-

-

MEMUTUSKAN:

Menetanlkans

Pe r tama: memetijeh "Sekolah Menengah Umum ting<et Pertama Nsgeri", se-
lendjutnja disingkat S.M.P.Hageri, ditempat-tempat seperti

jang tertjantum dalsm lopiran I gural keputusan ini mendjadi
dua ateun tiga bush sekolch Negeri jang masing-masing berdiri

sendiri, baik setjara administratif maupun setjara eduketif;

Kedua s menererikan S.M.P. Swasta divenpat-terpat seperti tertjarntum
dalam lappiran II surat keputusan ini mendjadi S.M.P.Negeri

" setaupatl; . '
Ke t.i g a 3 terhadap pasal-pasal "Pertama" dan "Kedva' ditetapkan leten—

tuan~letentuan sebagni berikuts

la. Gedung, halaman sekolah, mebiler dan alat-alat nerleng-
kapan lainrja didjzmin dan ditjukupd oleh Panditia atau
Jajasan atau Pemerintal Daerah sebampat;

b. Gedung, haleman sekolah, mebiler den alat-alat perlengka-
pan lainnja jang dimaksud dalam ajat la, diserahkan se-
permuhinja kepada Dep. P.dan K. guna dipakai untulk/oleh S.M.P.
Negeri jang bersanglutan tanpa peraglhan gantl keruglan
dan pembajasan sewas

cs Perlengkapin? lain unwuk memenubi stardard S.ML.F. jang
djumleh kelasnja 12 (Quabelas), masih tetap mendjadi tang-
cong-djowab Panitia atan Jajascn atau. Fomerintah Daerah
setempat;
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perwaghan guru-guei didjemin aton disediakan dengon tja-
ra jang lajak oleh Panitia atau Jajasan ateu Femerintah
Daerah setempat sehingga me rupalan keringanan bagl guru-
guru jang bersangiutan;

sewa runah atan hotel bagl guru-guru jang ditanggung oleh
Panitia daerah, disesuaikan dengan per atur an~peraturan
Pemerintah jang berlaia untuk itu;

Kepnla Sekolah atau guru jang diserahi pimpinon ditundjul
oleh Departemen Pendidikan dan Kebudajaan;

Terhadap sekolah-gekolah jang dinegerikan, chusucnja tor-
hadap tenaga pengadjar, pé gowal dan murid-murid Aikenakan
Yotantuan-ketentuan tentang pengadjar, pe gawodl dan murid-
murid Negeri dengan tjatatan, bahwa bagi jang tidak meme-
mihi. sjarat penjeluranmnja mendjadi tanggung-djawab Panitia
atau Jajasan atau Pengembil inisiatif dard Sekolah jang

bersangkutan;

Chusus bagl murid-rurid jang diterima dikelas I hanjalah
janz Iulus udjian masuk 8.L.P. Negeri dan penanpungan ri-
rid-murid lainnja diatur dan diselenggarakan oleh Kepala
Sekolah dengan petundjuli-petundjuk Tngpelaid Danrah S.M.P.
jang bersangkutan;

Tambahan kelas baik dalam talun jang sedang berdjalan mau-—
pun dalam talun-tahun berilutnja harus se-izin Direlkborat
Djendral Pendidikan Desar atas usul Kopala Kanbor Ditdjer

Dikdas setempat. '

djilka sjarat-sjarat tersebut diatas ternjata tidak dipe-
muhi oleh Badan Penjelenggara Sekolah atan Panitia atau

Jajasan, maka sewakbu-waldu Pemorintah akan menarik lem—
bali pengesahannja sebagal gekolah Negeri atau menghen-

£ilkan untuk selardjutnja penerimaan murid dikelas I;

biaja penjelenggaraan berhubung dengan dikeluarkarnja su-
rat keputusan ini untuk talun 1967 dan selandjutnja dibeban~
kan pada nata anggaran jang selaras dengan pasal 14.2.49
dari Anggaran Pendapstan pada Departemen P.dan K. tahun
1967, jaitu biaja jang tersedia untuk S.M.P.

Surat Keputusan ini untulks

a. selkolah-sekolah di D.C.I. Djakarta-Raya milai berlaku
pads, tenggal 1 Desember 1867,

b, sekolah-sekolah didaere 1-daerah lainnja mulai berlaku
pada tenggal 1 Amgtug 1967.

Sopuai dengan Daftar tersebub;
Menteri Pendidiken dan Kebudajasn,
Ltas nama Menterdl s
Kepala Direktorat Pendidikan Ui,
Kedjuruan dan Kursus2, .-

s

i

e

( Drs., Wa sj,cf'i"% o T.S. )

Bﬁ.ftﬂur ld@ i@é’.ﬁo

o, Urabs 27



